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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara kapasitas birokrasi (governance
capacity) dan kerentanan lingkungan perkotaan di Kelurahan Bugis, Kota Gorontalo, yang
menghadapi persoalan banjir dan permukiman kumuh. Metode yang digunakan adalah studi
pustaka melalui penelaahan artikel ilmiah, laporan kebijakan daerah, dan literatur terbaru periode
2020-2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa kapasitas birokrasi pada dimensi analitis,
relasional, dan operasional masih terbatas, sehingga mengurangi efektivitas tata kelola risiko
lingkungan. Sementara itu, tingkat kerentanan lingkungan dipengaruhi oleh lemahnya
infrastruktur fisik, tingginya kerentanan sosial masyarakat pesisir, serta hambatan kelembagaan
dalam koordinasi penanganan banjir. Analisis tematik memperlihatkan bahwa rendahnya
kapasitas birokrasi berkontribusi pada meningkatnya risiko dan ketidakmampuan adaptasi
lingkungan. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas tata kelola adaptif, penggunaan
data dalam perencanaan, dan kolaborasi multiaktor menjadi langkah strategis untuk mengurangi
kerentanan banjir dan memperbaiki kondisi permukiman kumuh.
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ABSTRACT

This study aims to examine the relationship between governance capacity and urban
environmental vulnerability in Bugis Sub-District, Gorontalo City, an area affected by recurrent
flooding and the emergence of slum conditions. Using a literature-based research method, the
study reviews academic publications, local policy documents, and environmental reports
published between 2020 and 2025. Findings indicate that bureaucratic capacity across
analytical, relational, and operational dimensions remains limited, reducing the effectiveness of
local environmental risk governance. Meanwhile, environmental vulnerability is shaped by weak
physical infrastructure, high social vulnerability among coastal residents, and institutional
constraints in flood management coordination. The thematic analysis shows that limited
governance capacity significantly contributes to heightened environmental risks and reduced
adaptive capability. The study concludes that strengthening adaptive governance, promoting
data-informed decision-making, and enhancing multi-actor collaboration are essential strategies
to reduce flood vulnerability and address slum formation in this coastal urban area.

Keywords: Governance Capacity; Environmental Vulnerability; Flooding; Slum Areas

PENDAHULUAN
Kota-kota di Indonesia semakin dihadapkan pada kompleksitas persoalan
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lingkungan akibat urbanisasi cepat, pertumbuhan penduduk, dan lemahnya tata kelola
perkotaan. Banjir dan permukiman kumuh menjadi dua wajah paling nyata dari
kerentanan lingkungan urban yang tak kunjung terselesaikan (Zuhdi dkk., 2024;
Mathewson, 2018). Kota Gorontalo, sebagai salah satu kota pesisir di kawasan timur
Indonesia, tidak luput dari tekanan tersebut. Pertumbuhan penduduk yang meningkat
1,8% per tahun (BPS Kota Gorontalo, 2024) berimplikasi langsung terhadap
meningkatnya kepadatan kawasan permukiman dan tekanan terhadap sistem drainase
kota. Di antara wilayah yang paling terdampak adalah Kelurahan Bugis, yang berada di
Kecamatan Hulonthalangi, dikenal sebagai daerah padat penduduk dengan kepadatan
mencapai lebih dari 9.000 jiwa per km?, dan sebagian besar wilayahnya termasuk dalam
zona genangan berulang menurut Bappeda Kota Gorontalo (2023).

Kondisi fisik wilayah Bugis yang berada di dataran rendah dan dekat pesisir
memperparah risiko banjir, terutama pada musim penghujan dengan curah hujan tahunan
mencapai 3.200 mm (BMKG Gorontalo, 2024). Selain itu, kawasan ini juga menjadi
kantong permukiman kumuh: sekitar 36% rumah tangga di Kelurahan Bugis
dikategorikan tidak layak huni, dengan sanitasi terbatas dan akses air bersih yang rendah
(Taslim & Akbar, 2019). Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Gorontalo
(2024) mencatat bahwa wilayah Bugis termasuk dalam prioritas penanganan kawasan
kumuh sedang berat dalam rencana Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Namun, di balik realitas fisik tersebut, akar masalahnya sering kali terletak pada
dimensi kelembagaan tepatnya pada kapasitas birokrasi dalam merumuskan,
mengoordinasikan, dan menegakkan kebijakan lingkungan di tingkat lokal (Haslinda B.
Anriani dkk., 2019). Banyak inisiatif kebijakan yang baik di atas kertas, tetapi lemah di
lapangan karena keterbatasan sumber daya manusia, tumpang tindih kewenangan, serta
rendahnya koordinasi antarinstansi. Peters (dalam, James, 2025; Thomas Janoski, 2024)
menegaskan bahwa birokrasi yang tidak memiliki kapasitas adaptif cenderung gagal
mengelola risiko lingkungan secara sistemik. Hal ini terlihat di Bugis, di mana kebijakan
pengelolaan banjir dan penataan permukiman masih berjalan sectoral kelurahan hanya
berperan administratif, sementara instansi teknis bekerja sendiri-sendiri tanpa integrasi
spasial maupun sosial yang jelas.

Dalam literatur governance studies, kapasitas birokrasi (governance capacity)
dipahami sebagai kemampuan lembaga publik untuk memproses informasi, membangun
kolaborasi, dan melaksanakan kebijakan secara efektif (Mees & Surian, 2023; Abril Cid
& Lerner, Amy M, 2023; Mukherjee dkk., 2025). Kapasitas ini mencakup tiga pilar
utama: pertama, Analytical capacity: kemampuan memahami masalah secara
komprehensif dan berbasis data; Kedua, Relational capacity: kemampuan membangun
jejaring dan kolaborasi lintas aktor; Ketiga, Operational capacity: kemampuan
menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata dan adaptif (Uittenbroek dkk., 2022).
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Dalam konteks Kota Gorontalo, kapasitas birokrasi ini menjadi penentu utama
efektivitas kebijakan pengelolaan banjir dan peningkatan kualitas permukiman. Gupta
(dalam, Pahl-Wostl dkk., 2021)menambahkan bahwa kerentanan lingkungan perkotaan
terbentuk dari kombinasi antara risiko fisik (banjir, degradasi drainase), risiko sosial
(kemiskinan, kepadatan, keterbatasan akses layanan dasar), dan risiko kelembagaan
(rendahnya koordinasi dan daya tanggap pemerintah). Dengan demikian, lemahnya
kapasitas birokrasi dapat memperparah ketiga dimensi tersebut secara bersamaan.

Akan tetapi, sebagian besar penelitian di Indonesia masih menyoroti aspek fisik
penanganan banjir atau program perbaikan permukiman tanpa mengaitkan peran
kapasitas kelembagaan secara eksplisit. Kajian seperti Nasution dkk., (2025) berfokus
pada intervensi teknis seperti perbaikan drainase, pembangunan tanggul, atau penyediaan
hunian vertikal, namun jarang mengukur sejauh mana kapasitas birokrasi lokal
menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut (Nopiana dkk., 2023; Laeni
dkk., 2020). Danquah dkk., (2023) pun menegaskan bahwa sebagian besar upaya
peningkatan kapasitas birokrasi di negara berkembang masih bersifat prosedural, bukan
substantif (Kunz, 2024). Inilah yang menimbulkan kesenjangan penelitian (research
gap): perlunya kajian empiris yang menghubungkan langsung kapasitas birokrasi dengan
tingkat kerentanan lingkungan di level kelurahan, khususnya di wilayah pesisir seperti
Bugis, Gorontalo.

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena arah kebijakan nasional menempatkan
pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam mitigasi risiko dan pembangunan
berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan pelimpahan urusan
lingkungan hidup dan perumahan rakyat kepada daerah. Peraturan Presiden No. 59
Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menargetkan terwujudnya kota
yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (SDG 11). Permen PUPR No.
14/PRT/M/2018 mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam pencegahan dan
peningkatan kualitas permukiman kumuh, sedangkan Peraturan Kepala BNPB No. 4
Tahun 2021 menjadikan kapasitas kelembagaan sebagai indikator utama Indeks
Ketahanan Daerah. Namun, pada praktiknya, implementasi kebijakan di tingkat lokal
sering tidak sejalan dengan regulasi tersebut misalnya, minimnya integrasi data
antarinstansi dan lemahnya koordinasi lintas sektor yang justru memperlambat respon
terhadap risiko banjir di kawasan padat seperti Bugis.

Secara teoretis, penelitian ini berangkat dari integrasi dua kerangka besar: (1)
Governance Capacity Framework (Mees & Surian, 2023; Van Popering-Verkerk dkk.,
2022; Etongo & Gill, 2022), yang menilai kekuatan birokrasi melalui kapasitas analitis,
relasional, dan operasional; serta (2) Urban Environmental Vulnerability Model Kumar
dkk., (2021); Bhattacharjee dkk., (2021), yang menilai kondisi kerentanan dari aspek
fisik, sosial, dan kelembagaan.
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Kedua kerangka ini akan digunakan untuk menganalisis bagaimana kapasitas
birokrasi memengaruhi derajat kerentanan lingkungan di Kelurahan Bugis. Secara
konseptual, hubungan keduanya dapat dirumuskan sebagai berikut: semakin tinggi
kapasitas birokrasi lokal, semakin rendah tingkat kerentanan lingkungan yang dialami
masyarakat perkotaan.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatannya yang bersifat mikro
dan empiris, dengan fokus pada unit birokrasi paling dekat dengan masyarakat yakni
kelurahan. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kelemahan kelembagaan, tetapi
juga berupaya menemukan pola kapasitas birokrasi yang dapat memperkuat ketahanan
lingkungan perkotaan. Dengan menempatkan Kelurahan Bugis, Kota Gorontalo sebagai
lokasi studi, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan dinamika nyata antara
kapasitas birokrasi, kebijakan publik, dan kerentanan lingkungan, sekaligus memberikan
rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk penguatan tata kelola lingkungan di wilayah
pesisir perkotaan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (library research) yang
berfokus pada penelusuran dan analisis berbagai sumber ilmiah untuk memahami
hubungan antara kapasitas birokrasi (governance capacity) dan kerentanan lingkungan
perkotaan dalam konteks Kelurahan Bugis, Kota Gorontalo (Sihombing, 2023; Imam
Gunawan, 2022). Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji bersifat konseptual dan
multidimensi, sehingga memerlukan pemetaan teori dan hasil riset sebelumnya sebagai
dasar pembentukan kerangka analisis.

Bahan penelitian diperoleh dari artikel ilmiah, buku akademik, laporan kebijakan,
serta dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD Kota Gorontalo 2024-2029 dan
laporan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Literatur yang digunakan dipilih secara
purposif dari publikasi periode 2020 2025, khususnya yang membahas tema kapasitas
birokrasi, tata kelola lingkungan, dan kerentanan perkotaan.

Analisis data dilakukan melalui analisis isi (content analysis) dengan cara
menelaah, mengelompokkan, dan mensintesis literatur berdasarkan dua dimensi utama:
(1) Governance Capacity Framework yang menyoroti kapasitas analitis, relasional, dan
operasional birokrasi; serta Urban Environmental Vulnerability Model yang menilai
kerentanan dari aspek fisik, sosial, dan kelembagaan.

Melalui analisis ini, penelitian berupaya merumuskan hubungan konseptual antara
kapasitas birokrasi dan kerentanan lingkungan perkotaan, sekaligus menyoroti
kesenjangan antara kerangka kebijakan dan realitas kelembagaan di tingkat lokal.
Hasilnya diharapkan dapat memperkaya landasan teoretis dan menjadi pijakan bagi
penelitian empiris lanjutan di wilayah pesisir seperti Kelurahan Bugis, Kota Gorontalo.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
State Of The Art
1. Governance Capacity

Kapasitas birokrasi atau governance capacity merujuk pada kemampuan institusi
publik untuk merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan secara
efektif dalam menghadapi kompleksitas masalah publik (Mees & Surian, 2023; Eneqvist,
2022). Dalam konteks pemerintahan lokal, kapasitas ini tidak hanya mencakup
kecakapan administratif, tetapi juga kemampuan adaptif dan kolaboratif. Secara
konseptual, Governance Capacity Framework membagi kapasitas birokrasi ke dalam
tiga dimensi utama:

a) Analytical Capacity, yakni kemampuan untuk memahami dan menganalisis masalah
berdasarkan data, pengetahuan, dan evaluasi kebijakan;

b) Relational Capacity, yaitu kemampuan membangun jejaring dan kemitraan
antaraktor lintas sektor;

¢) Operational Capacity, mencakup kemampuan untuk mengeksekusi kebijakan,
mengelola sumber daya, dan beradaptasi terhadap perubahan.

Ketiga dimensi ini menjadi ukuran seberapa efektif birokrasi lokal dalam
mengelola risiko dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Peters (Etongo &
Gill, 2022) menegaskan bahwa birokrasi dengan kapasitas tinggi cenderung memiliki
respons yang lebih cepat, koordinasi lintas lembaga yang baik, dan kebijakan yang lebih
adaptif terhadap perubahan lingkungan (Tui dkk., 2022; Zahari dkk., 2023).

2. Kerentanan Lingkungan Perkotaan

Konsep urban environmental vulnerability menjelaskan kondisi di mana sistem
perkotaan menghadapi paparan bahaya lingkungan, namun memiliki kemampuan
terbatas untuk beradaptasi atau pulih. (Laeni dkk., 2020) menguraikan bahwa kerentanan
lingkungan terbentuk dari tiga komponen saling terkait:

a) Fisik, mencakup kondisi infrastruktur, drainase, dan tata ruang;

b) Sosial, meliputi tingkat kemiskinan, kepadatan penduduk, dan akses terhadap
layanan dasar;

¢) Kelembagaan, yaitu efektivitas, akuntabilitas, dan kapasitas adaptif pemerintah lokal.

Ketiga aspek tersebut saling memperkuat, sehingga lemahnya kapasitas
kelembagaan dapat memperbesar dampak risiko fisik dan sosial yang dihadapi
masyarakat kota. Dalam konteks Kelurahan Bugis, kondisi lingkungan yang padat dan
sistem drainase yang tidak optimal menunjukkan bahwa dimensi kelembagaan menjadi
faktor penting dalam memahami kerentanan tersebut.

3. Hubungan Teoretis Kedua Konsep

Berdasarkan integrasi kedua teori di atas, dapat dijelaskan bahwa kapasitas

birokrasi memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kerentanan lingkungan
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perkotaan. Birokrasi yang mampu mengidentifikasi risiko, mengelola koordinasi lintas
aktor, dan menyesuaikan kebijakan secara adaptif akan mampu menurunkan kerentanan
baik dari sisi fisik, sosial, maupun kelembagaan. Sebaliknya, kapasitas yang rendah
menyebabkan kebijakan tidak responsif, koordinasi lemah, dan pengelolaan risiko
bersifat reaktif.

Olehnya, kerangka teoritis penelitian ini menempatkan governance capacity
sebagai variabel determinan, dan urban environmental vulnerability sebagai konsekuensi
yang muncul dari kekuatan atau kelemahan kapasitas birokrasi lokal. Perspektif ini
sejalan dengan pendekatan adaptive governance dan urban resilience, yang menekankan
pentingnya kapasitas institusional dalam menjaga keberlanjutan kota di tengah
perubahan sosial-lingkungan yang dinamis.

Pembahasan
1. Governance Capacity: Dinamika Kapasitas Birokrasi Lokal

Analisis terhadap kapasitas birokrasi di tingkat kelurahan menunjukkan bahwa tata
kelola lingkungan di Kelurahan Bugis masih menghadapi tantangan struktural dan
fungsional yang signifikan. Berdasarkan kerangka Governance Capacity Framework
(Mees & Surian, 2023), tiga indikator utama analytical, relational, dan operational
capacity menjadi acuan dalam memahami kinerja birokrasi lokal terhadap isu banjir dan
permukiman kumuh.

a) Analytical Capacity

Kapasitas analitis birokrasi Kelurahan Bugis masih terbatas, khususnya dalam hal
pengumpulan dan pemanfaatan data spasial serta sosial untuk perencanaan mitigasi
banjir dan penataan permukiman. Sebagian besar kebijakan lingkungan masih
bergantung pada arahan top-down dari dinas teknis di tingkat kota. Menurut
(Mokodongan dkk., 2025), rendahnya kapasitas analitis seringkali disebabkan oleh
minimnya pelatihan dan keterbatasan sumber daya data. Kondisi ini menghambat
kemampuan aparat kelurahan dalam merumuskan strategi berbasis bukti (evidence-based
policy).

Namun, muncul inisiatif positif melalui pemanfaatan data dari Program Kota
Tanpa Kumuh (Kotaku) yang mulai digunakan sebagai dasar pemetaan wilayah rawan
banjir dan hunian padat. Hal ini menandakan adanya peningkatan kesadaran terhadap
pentingnya basis data lokal, meski belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem
pengambilan keputusan.

b) Relational Capacity

Dari aspek relasional, birokrasi di Kelurahan Bugis menunjukkan adanya
partisipasi komunitas melalui kegiatan gotong royong dan forum RW/RT. Namun,
bentuk partisipasi tersebut masih bersifat mobilisasi sosial, bukan kolaborasi kebijakan
(Abid dkk., 2024). Hubungan lintas lembaga antara kelurahan, Dinas PUPR, dan Badan
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Penanggulangan Bencana Daerah belum menunjukkan koordinasi yang efektif, terutama
dalam tahap perencanaan dan evaluasi program.

Kelemahan ini memperlihatkan bahwa hubungan antaraktor belum terbangun
secara strategis untuk mendorong tata kelola kolaboratif. Sebagaimana ditegaskan oleh
(Ansell dkk., 2020; Ansell dkk., 2021), kapasitas relasional menentukan kemampuan
pemerintah untuk mengorkestrasi jejaring multi-aktor dalam menangani isu kompleks
seperti banjir dan permukiman kumubh.
¢) Operational Capacity

Pada dimensi operasional, birokrasi kelurahan relatif adaptif dalam pelaksanaan
kegiatan tanggap darurat dan koordinasi lapangan saat banjir, tetapi belum kuat dalam
aspek keberlanjutan program. Sebagian besar intervensi masih bersifat reaktif, seperti
normalisasi saluran dan pembersihan lingkungan pasca-banjir, bukan berbasis mitigasi
jangka panjang. (Satispi dkk., 2024; Hadiwiyono dkk., 2024) menegaskan bahwa
kapasitas operasional yang lemah sering kali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya
manusia dan fiskal, serta birokrasi yang kaku.

Di sisi lain, keberadaan kader lingkungan dan dukungan dari program PNPM
Mandiri Perkotaan di masa lalu menunjukkan potensi peningkatan kapasitas operasional
berbasis komunitas. Potensi ini dapat menjadi dasar penguatan governance capacity
melalui pendekatan co-production antara pemerintah dan warga.

Tabel 1.
Analisis Tematik Governance Capacity di Kelurahan Bugis, Kota Gorontalo
Indikator Temuan Empiris / Literatur Interpretasi Akademik
Teoretis Sekunder (2020-2025)

Governance Analytical - Penggunaan data spasial dan Kapasitas analitis lemah menyebabkan

Capacity Capacity sosial masih terbatas. kebijakan tidak berbasis bukti (evidence-
- Perencanaan masih rop-down based policy). Diperlukan integrasi sistem
dari dinas kota. data kelurahan dengan perencanaan kota
- Inisiatif pemetaan melalui berbasis risiko.

Program Kotaku mulai
berkembang. (Winarno et al.,
2022; Bappeda Kota Gorontalo,

2023)
Relational - Partisipasi warga dalam gotong  Relasi antarlembaga masih bersifat
Capacity royong dan forum RW/RT aktif administratif, bukan kolaboratif. Perlu
namun belum kolaboratif. penguatan jejaring lintas aktor dan forum
- Koordinasi antarinstansi komunikasi kebijakan
(Kelurahan—PUPR-BPBD)
belum efektif.
Operational - Pelaksanaan tanggap darurat Kapasitas operasional lemah menghambat
Capacity cukup baik namun bersifat keberlanjutan kebijakan. Diperlukan co-
reaktif. production antara pemerintah dan komunitas
- Terbatasnya sumber daya lokal untuk memperkuat efektivitas
manusia dan fiskal. implementasi.

- Kegiatan pemeliharaan
lingkungan sporadis.
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Sumber: Analisis Peneliti, 2025

2. Urban Environmental Vulnerability: Kompleksitas Kerentanan di Kelurahan
Bugis

Kerentanan lingkungan perkotaan di Kelurahan Bugis mencerminkan interaksi erat
antara tekanan fisik, sosial, dan kelembagaan. Berdasarkan model Urban Environmental
Vulnerability (Mukherjee dkk., 2025), ketiga aspek tersebut membentuk profil
kerentanan yang khas bagi kawasan pesisir padat penduduk seperti Kelurahan Bugis.

a. Kerentanan Fisik

Secara fisik, wilayah Kelurahan Bugis termasuk zona rendah dengan sistem
drainase terbatas dan tingkat sedimentasi tinggi di saluran utama. Berdasarkan data
Bappeda Kota Gorontalo (2023), setidaknya 35% wilayah kelurahan masuk kategori
genangan berulang setiap musim hujan. Penataan permukiman yang padat di sempadan
sungai memperburuk daya serap air dan mempertinggi risiko limpasan permukaan.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa kerentanan fisik tidak hanya terkait dengan
infrastruktur, tetapi juga tata ruang dan perilaku pembangunan masyarakat. menekankan
bahwa penanganan banjir di kawasan pesisir perkotaan memerlukan pendekatan
integratif antara rekayasa teknis dan penataan ruang berbasis risiko.

b. Kerentanan Sosial

Dimensi sosial memperlihatkan tingkat kerentanan yang tinggi akibat kemiskinan,
kepadatan penduduk, dan rendahnya akses terhadap layanan dasar. Berdasarkan data
BPS Kota Gorontalo (2024), kepadatan di Kelurahan Bugis mencapai lebih dari 7.000
jiwa/km? dengan mayoritas penduduk berpenghasilan rendah. menunjukkan bahwa
masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kapasitas adaptif rendah terhadap ancaman
lingkungan, terutama karena keterbatasan ekonomi dan keterikatan tempat tinggal yang
tinggi (Fikri dkk., 2022).

Hal ini menjelaskan mengapa masyarakat tetap bertahan di area rawan banjir meski
berisiko tinggi, menciptakan siklus kerentanan yang sulit diputus tanpa intervensi
kelembagaan yang kuat.

c. Kerentanan Kelembagaan

Aspek kelembagaan menjadi inti persoalan. Kelemahan koordinasi antarinstansi,
terbatasnya pendanaan lingkungan, dan belum optimalnya implementasi Rencana Aksi
Daerah Penanggulangan Banjir memperkuat kerentanan struktural. efektivitas kebijakan
lingkungan lokal sangat bergantung pada kapasitas birokrasi dalam memediasi
kepentingan antaraktor dan memastikan konsistensi kebijakan lintas sektor.

Dalam konteks Kelurahan Bugis, inisiatif kebijakan sering berhenti di tataran
perencanaan tanpa tindak lanjut operasional yang berkelanjutan. Ketimpangan ini
menunjukkan bahwa kerentanan kelembagaan tidak hanya bersumber dari sumber daya
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yang terbatas, tetapi juga dari lemahnya tata kelola adaptif yang mampu mengantisipasi

perubahan lingkungan jangka panjang.

Tabel 2.
Analisis Tematik Urban Environmental Vulnerability di Kelurahan Bugis, Kota
Gorontalo
Tema Utama Indikator Temuan Interpretasi Akademik
Teoretis Empiris/Literatur
Sekunder (2020-2025)
Urban Fisik - 35% wilayah Kelurahan Kerentanan fisik tinggi
Environmental Bugis mengalami disebabkan degradasi
Vulnerability genangan berulang. infrastruktur dan tata ruang yang
- Drainase dangkal dan tidak adaptif. Diperlukan
sedimentasi tinggi. pendekatan integratif berbasis
- Permukiman padat di risiko dan spasial.
sempadan sungai.
Sosial - Kepadatan >7.000 Kemiskinan dan keterikatan
jiwa/km?2 spasial meningkatkan kerentanan
- Dominasi masyarakat sosial. Diperlukan kebijakan
berpenghasilan rendah. inclusive adaptation berbasis
- Ketergantungan lokasi komunitas.
tinggi.
Kelembagaan - Koordinasi antarinstansi Kerentanan kelembagaan

lemah.

- Implementasi kebijakan
tidak konsisten.

- Ketergantungan tinggi
pada instruksi kota.

mencerminkan lemahnya
kapasitas tata kelola adaptif.
Reformasi kelembagaan dan
desentralisasi fungsional menjadi
kebutuhan mendesak.

Sumber: Analisis Peneliti, 2025
3. Sintesis Pembahasan

Temuan dari kedua analisis tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kerentanan
lingkungan di Kelurahan Bugis secara langsung berkaitan dengan rendahnya kapasitas
birokrasi lokal. Kapasitas analitis yang lemah membuat perumusan kebijakan tidak
berbasis data, kapasitas relasional yang terbatas menghambat kolaborasi lintas sektor,
sementara kapasitas operasional yang rendah membuat pelaksanaan kebijakan cenderung
reaktif. Akibatnya, upaya penanganan banjir dan permukiman kumuh berjalan parsial
dan tidak berkelanjutan.

Secara teoritis, temuan ini menegaskan pandangan Brinkerhoff & Morgan (2020)
bahwa efektivitas tata kelola publik di tingkat lokal sangat bergantung pada kemampuan
birokrasi dalam menghubungkan struktur kelembagaan dengan kapasitas sosial
masyarakat. Dengan memperkuat ketiga dimensi kapasitas birokrasi, kerentanan
lingkungan dapat ditekan secara sistematis bukan hanya melalui infrastruktur fisik, tetapi
melalui tata kelola yang lebih adaptif, partisipatif, dan berbasis bukti.
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Tabel 3. Sintesis Hubungan Tematik antara Governance Capacity dan Urban
Environmental Vulnerability

Aspek Kelemahan Utama Dampak terhadap Implikasi Teoretis dan
Kerentanan Kebijakan
Lingkungan
Analytical-Fisik ~ Data spasial dan Perencanaan infrastruktur ~ Penguatan data-driven
analisis risiko belum tidak berbasis peta risiko governance untuk mitigasi risiko
terintegrasi. banjir. berbasis bukti.
Relational- Kolaborasi antaraktor ~ Rendahnya partisipasi Perlu co-governance model
Sosial masih lemah dan komunitas dalam adaptasi ~ berbasis kemitraan publik
sektoral. lingkungan. komunitas.
Operational- Implementasi Penanganan banjir dan Reformasi kelembagaan adaptif
Kelembagaan kebijakan tidak permukiman kumuh dengan pendekatan adaptive
konsisten dan reaktif. bersifat jangka pendek. governance dan keberlanjutan
sosial.

Sumber: Analisis Peneliti, 2025
SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa kapasitas birokrasi (governance capacity)
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kerentanan lingkungan perkotaan,
terutama di wilayah pesisir padat penduduk seperti Kelurahan Bugis, Kota Gorontalo.
Melalui pendekatan studi pustaka dan analisis tematik, ditemukan bahwa permasalahan
banjir dan permukiman kumuh di kawasan ini bukan semata akibat faktor fisik dan
sosial, tetapi lebih dalam dipengaruhi oleh kelemahan kelembagaan dan tata kelola
birokrasi lokal.

Pada dimensi governance capacity, kelemahan tampak pada tiga aspek utama.
Pertama, kapasitas analitis birokrasi masih rendah karena keterbatasan data dan
minimnya praktik kebijakan berbasis bukti. Kedua, kapasitas relasional menunjukkan
partisipasi masyarakat yang belum terinstitusionalisasi dalam proses kebijakan,
sehingga kolaborasi lintas aktor berjalan parsial. Ketiga, kapasitas operasional masih
bersifat reaktif dan jangka pendek, lebih fokus pada penanganan pascabencana daripada
mitigasi jangka panjang. Ketiga dimensi ini memperlihatkan bahwa birokrasi lokal
belum berfungsi secara adaptif terhadap dinamika lingkungan perkotaan.

Sementara itu, pada dimensi kerentanan lingkungan perkotaan, ditemukan bahwa
kerentanan fisik diperparah oleh kondisi drainase yang buruk dan tata ruang yang tidak
adaptif; kerentanan sosial meningkat akibat kepadatan penduduk dan kemiskinan
struktural; sedangkan kerentanan kelembagaan bersumber dari lemahnya koordinasi
antarinstansi dan ketergantungan tinggi terhadap arahan dari pemerintah kota. Ketiga
dimensi ini saling memperkuat, menciptakan siklus kerentanan yang sulit diputus tanpa
reformasi tata kelola yang terarah.

Secara konseptual, hasil penelitian ini memperkuat argumentasi Brinkerhoff &
Morgan dan Gupta et al. bahwa efektivitas tata kelola lingkungan perkotaan sangat
bergantung pada kemampuan birokrasi dalam menghubungkan kapasitas institusional
dengan adaptasi sosial-ekologis masyarakat. Dengan demikian, peningkatan governance
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capacity di tingkat kelurahan menjadi prasyarat utama untuk menurunkan tingkat
kerentanan lingkungan.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya transformasi kelembagaan lokal
melalui tiga strategi utama: Pertama, Penguatan kapasitas analitis berbasis data spasial
dan kebijakan berbasis bukti, Kedua, Pengembangan kapasitas relasional melalui
kolaborasi multi-aktor dan partisipasi komunitas, serta Ketiga, Peningkatan kapasitas
operasional melalui desentralisasi adaptif dan mekanisme keberlanjutan program
lingkungan.

Ketiga strategi ini sejalan dengan paradigma adaptive governance dan urban
resilience, yang menempatkan birokrasi bukan sekadar pelaksana kebijakan, tetapi
sebagai katalis bagi sistem sosial dan lingkungan yang lebih tangguh.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa upaya menurunkan kerentanan lingkungan di
Kelurahan Bugis tidak dapat dicapai melalui intervensi teknis semata, melainkan melalui
perubahan paradigma tata kelola menuju birokrasi yang lebih analitis, kolaboratif, dan
adaptif. Hanya dengan demikian, transformasi menuju kota yang berdaya tahan
(resilient city) dapat diwujudkan secara berkelanjutan.
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